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SALINAN PUTUSAN 

Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Sak 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:  

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, tempat kediaman di 

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxx 

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini 

memberikan kuasa khusus kepada Azzuhri Albajuri, S.H.I., 

M.H.I., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum 

Al Bajuri & Partners yang beralamat di Jalan Gunung Agung 

No.6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dengan domisili 

elektronik pada alamat email: azzuhri.albajuri@gmail.com, 

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2021, 

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak 

Sri Indrapura Nomor 244/SK/2021/PA.Sak, tanggal 01 

Desember 2021, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, tempat kediaman di 

xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxx 

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka 

sidang; 

DUDUK PERKARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Sak 

 
 

 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2021 

telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court, 

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, 

dengan Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Sak, pada tanggal 01 Desember 2021, 

dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 telah dilangsungkan perkawinan 

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxx, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 

1089/01/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010;   

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan 

Tergugat berstatus jejaka;   

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah 

dikaruniai 1 orang anak yang bernama:  

 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 Juni 2011  

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat 

kerja Tergugat yang beralamatkan di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxx 

xxx, xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Kandis, xxxxxxxxx xxxx;   

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya 

berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan November tahun 

2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus 

disebabkan oleh karena; 

a) Tergugat selingkuh dengan wanita lain; 

b) Tergugat suka bermabuk-mabukan; 

c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan 

kata-kata kasar; 

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

pada awal bulan Maret tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat 

dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali 

kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami 

istri;   

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan 

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena 

perceraian;   

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat 

terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan 

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi 

unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk 

menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;   

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;   

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT)  

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;   

Subsider: 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap 

didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan 

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang 

lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun 

berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat 

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa 

Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat 

kuasa telah memenuhi syarat formal; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir 

di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat 

didengarkan; 

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Surat 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/XII/xxxx, tanggal 01 

Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor 

Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau. Bukti 

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan 

aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), 

diberi tanda P; 

B. Saksi 

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat; 

- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal 

Tergugat; 

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxx 

xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya 

rukun, namun selanjutnya antara keduanya sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran; 

-  bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi pertengkaran karena saksi sering melihat Penggugat dan 

Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersamanya, penyebabnya 

karena Tergugat berselingkuh dan suka mabuk; 

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 

(satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, sejak saat itu Tergugat pergi dari 

kediaman bersama; 

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak 

keluarga, namun tidak berhasil; 

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat; 

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi mengenal 

Tergugat; 

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxx 

xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya 

rukun, namun kemudian antara keduanya sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran; 

-  bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi pertengkaran karena saksi 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan 

Tergugat bertengkar di rumahnya, penyebabnya karena Tergugat 

berselingkuh dan suka mabuk; 

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 

bulan Maret 2019, sejak saat itu Tergugat pergi dari kediaman 

bersama; 

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak 

keluarga, namun tidak berhasil; 
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang 

pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon 

Putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu 

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk 

mewakili Penggugat sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa 

kepada Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H.I., Advokat pada Kantor Pengacara dan 

Konsultan Hukum Al Bajuri & Partners yang beralamat di Jalan Gunung Agung 

No.6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dengan domisili elektronik pada 

alamat email: azzuhri.albajuri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 01 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura Nomor 244/SK/2021/PA.Sak, tanggal 01 Desember 

2021, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa 

untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para 

pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat 

berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. jo SEMA Nomor 6 tahun 1994; 

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima 

kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jis 

Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal 

Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat 

beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka 

berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah 

sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan masih 

tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa 

Hukum Penggugat secara formil telah memilki legal standing untuk bertindak 

mewakili kliennya dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang 

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan 

oleh suatu alasan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir 

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 

149 ayat (1) RBg.; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar 

rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat 

akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 

(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi 

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena 

Tergugat tidak pernah hadir; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok 

perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta 

kedudukan hukum para pihak (legal standing) dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan 

sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan 
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Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan 

akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah 

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 

1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 

telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama 

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau dan belum pernah bercerai 

menurut hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat 

mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga 

Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan 

mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (persona 

standi in judicio); 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan 

Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 yang disebabkan 

Tergugat berselingkuh dan suka mabuk, dan sejak bulan Maret 2019 

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan 

alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya 

mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi; 
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Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah 

disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 

175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilhat/ 

didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh 

Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga 

telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang 

membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat 

tinggal di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, 

xxxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Antara Penggugat dan 

Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, penyebabnya karena 

Tergugat berselingkuh dan suka mabuk. Sejak bulan Maret 2019 Penggugat 

dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat 

pernah didamaikan, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan 

fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 

tanggal 01 Oktober 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx 

xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau dan sampai saat ini belum pernah 

bercerai menurut hukum; 

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 

tahun 2016, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dan suka mabuk; 

3. Bahwa, sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah 

tempat tinggal; 

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis 

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan 

Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, penyebabnya karena 

Tergugat berselingkuh dan suka mabuk, dan sejak bulan Maret 2019 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat 

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 
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secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara 

Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi 

dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, 

maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan 

sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken marriage); 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat 

sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan 

Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, maka secara 

psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga; 

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan 

perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rumusan tujuan perkawinan ini 

merupakan kandungan dari al-Qur’an surah ar-Rum ayat (21), yaitu: 

نۡ  لكمَُ  َ�لقََ  ��نۡ  ۦٓ تهِِ ءَایَ	�  وَمِنۡ  ِّ"سَۡ  ا  ٗ وَ� ��زۡ  فُسِكمُۡ ��ن  مِّ (يهََۡ  اْ كُ%وُ# ل
*
ةٗ  %كمَُ بَ.ۡ  وَجَعَلَ  ا ا وَد1  ةًۚ وَرَحمَۡ  م1

ن1 
*
ٓ  ِ:َ ذَ�  فيِ  ا ِّقَوۡ  تٖ یَ	� َ>ٔ ٢١ یتََفَك1رُونَ  مٖ ل  

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”; 

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan 

dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur 

dari adanya ketentraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah) dan rasa sayang 

(rahmah) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa 

cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila 
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ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, 

maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai; 

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, kondisi rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage). Perpecahan rumah 

tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (sakinah), rasa cinta 

(mawaddah) dan rasa sayang (rahmah) antara suami istri, apalagi perpecahan 

tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh 

karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di 

atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga 

kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari 

perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah 

jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban 

penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk 

tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan 

(mafsadah) lebih besar, padahal menolak mafsadah lebih utama daripada 

menarik maslahah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam 

kaidah fikih yang berbunyi: 

المصالح  لب Hلى مقدم المفاسد درء  
Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik 

(mempertahankan) kemaslahatan.” 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di 

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh 

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena 

itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta 

oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya 

suami isteri (ba’da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan 

Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat 
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untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan 

menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu ba'in sughra yang 

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan 

isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara ruju’, namun boleh akad 

nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa ‘iddah, vide 

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 

tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil 

Awwal 1443 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Deded 

Bakti Anggara, Lc. dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim 

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh 

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh 

Hermawandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ 

Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat; 
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 Hakim Anggota, Ketua Majelis, 

 
 ttd ttd 

 
 Deded Bakti Anggara, Lc. Zulfikri, S.H.I., M.H. 

 Hakim Anggota, 
 
 ttd 

 
 Susi Endayani, S.Sy.  

  Panitera Pengganti, 

 
  ttd 

 
  Hermawandi, S.H.I. 

 
Perincian biaya : 

1. PNBP 
 a. Pendaftaran : Rp  30.000,00 
 b. Pendaftaran Surat Kuasa : Rp  10.000,00 
 c. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00 
 d. Redaksi : Rp 10.000,00 
 e. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00 
2. Proses : Rp 50.000,00 
3. Panggilan  : Rp 1.120.000,00 
4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 560.000,00 
5. Meterai : Rp 10.000,00 
Jumlah : Rp 1.820.000,00 

       (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)  
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